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ABSTRACT 
  
AN EVALUATION ON THE OFFICIAL VEHICLE PROCUREMENT BY 
THE FINANCIAL AND LOCAL ASSET MANAGEMENT INCOME 
OFFICE (DPPKAD) OF REGENCY KARANGANYAR USING THE 
AUCTION MECHANISM IN REGENCY KARANGANYAR 
 
DEWI TRISNAWATI 
F3306131 
 
The Financial and Local Asset Management Income Office (DPPKAD) of 
Regency Karanganyar is the transformation of Income Office in which there is an 
integration of several new sub divisions that are previously separated from the 
Income office. The separated divisions is merged with the Financial and Local 
Asset Management Income Office (DPPKAD) of Regency Karanganyar, so that 
the fund clearing or cash issuance process as well as the car official vehicle 
procurement process are done through the DPPKAD of Regency Karanganyar. 
This research aims to find out the strength and weakness of official vehicle 
procurement particularly the car using the auction mechanism in the Financial and 
Local Asset Management Income Office (DPPKAD) of Regency Karanganyar. In 
this research, the writer conducts an evaluation on the related function or 
organization, the used document or form, the used accounting record and the 
procedure creating the official vehicle procurement system using the auction 
mechanism. The result of research shows several strengths and weaknesses. The 
strengths include there has been function separation among the operational 
functions, there has been authorization of competent functions, many forms used 
has been given printed sequenced number, the procurement committees composed 
of civil servants both from internal institution and other technical institutions, the 
position rotation has been conducted. Meanwhile, the weaknesses include SPPB-
PPTK, SPPBJ, BAPBJ and SPM-LS that should be distributed to SPI and 
practically are stored in PPTK of fixture division, KPA and PPKom and it is given 
only when there is an examination from SPI, in the official vehicle procurement 
the high cost is still required, the number of procurement committee existing in 
DPPKAD is limited, it is because the qualification of being the member of 
committee is to have the certificate of goods/service procurement skill so that 
DPPKAD should take the member of committee  from other SKPD. 
Considering such weaknesses, the writer recommends the DPPKAD 
Karanganyar to distribute each document according to the provision and to give 
the document of goods procurement immediately after it is completed to the 
Internal Supervision Unit to be the archive so that it cannot be manipulated by the 
procurement division and the DPPKAD officers should hold the Technical 
Guiding or Education and Training in order to understand the procedure of 
goods/service procurement corresponding to the prevailing law and ordinances. 
 
Key word: Procurement Car System 
 
 iii 
ABSTRACT 
EVALUASI SISTEM PENGADAN KENDARAAN DINAS OLEH DINAS 
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
(DPPKAD) KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN MENGGUNAKAN 
MEKANISME PELELANGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR 
 
DEWI TRISNAWATI 
F3306131 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Dinas daerah yang membantu 
Kepala Daerah atau Bupati Karanganyar dalam melaksanakan urusan Pemerintah 
Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar merupakan perubahan dari Dinas 
Pendapatan Daerah yang mana terdapat beberapa sub bidang baru yang 
sebelumnya terpisah dari Dinas Pendapatan Daerah Karanganyar. Sub bagian 
tersebut yaitu subag keuangan, bidang perbendahraan dan kas, dan bidang 
akuntansi dan asset daerah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem 
pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar 
sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan apakah sistem tersebut 
sudah berjalan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini penulis melakukan 
evaluasi terhadap unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut yaitu mengenai 
fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan,  
prosedur pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas dan keefektifan dari sistem 
pengadaan kendaraan dinas tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut penulis 
menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengadaan kendaraan dinas 
dengan menggunakan mekanisme pelelangan di DPPKAD Karanganyar yaitu 
kuantitas kendaran dinas yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, 
kualitas kendaraan dinas kuarng sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan 
waktu pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas tidak efektif. 
Berdasarkan kelemahan tersebut, penulis menyarankan sebaiknya 
DPPKAD Karanganyar menggunakan kendaraan dinas yang lama  sehingga tidak 
perlu mengajukan kendaraan dinas yang baru apabila kendaraan yang lama masih 
dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional, sebaiknya panitia 
pengadaan melakukan survey harga terlebih dahulu sebelum menentukan 
spesifikasi kendaraan yang diinginkan dan sebaiknya panitia pengadaan 
melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai waktu pelaksanaan yang 
ditetapkan dengan penyedia barang. 
 
Kata kunci : Sistem pengadaan kendaraan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
1. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang 
mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri sebagaimana 
diatur dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1974 tentang “Pokok - Pokok 
Pemerintahan di Daerah” serta perwujudan dari pelaksanaan Undang - 
Undang No. 13 Tahun 1950 tentang “Pembentukan Daerah - Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah” dan Undang - 
Undang No. 8 Tahun 1974 tentang “Pokok - Pokok Kepegawaian”, maka di 
Kabupaten Karanganyar dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) 
yang terletak di Jalan Lawu Nomor 194 Karanganyar. Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk dengan tujuan untuk mengelola 
sumber - sumber penghasilan yang berada di Daerah Tingkat II Karanganyar  
(Utami : 2008). 
Seiring dengan berkembangannya Pembangunan Nasional di Negara 
Indonesia ini dan dalam rangka melaksanakan Undang - Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang - Undang No. 35 
Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”, di 
Kabupaten Karanganyar dilaksanakan otonomi daerah. Dengan adanya 
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otonomi daerah berarti bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan 
pembiayaan rumah tangga daerahnya dengan kemampuan sendiri, hal ini 
memicu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk dapat 
mengelola dan lebih mengoptimalkan kekayaan dan sumber - sumber 
penghasilan yang ada di wilayahnya sendiri, yang mana hal itu sangat 
diperlukan untuk lebih meningkatkan dan memajukan pembangunan di 
wilayahnya (Nurhayati : 2008). 
Sehubungan dengan hal itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Karanganyar merasa perlu untuk menata kembali struktur organisasi dan 
tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar yang dirasa 
sudah tidak sesuai lagi diterapkan karena tidak sesuai dengan prinsip 
penyelenggaraan otonomi daerah, apalagi dengan diterapkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar No. 9 Tahun 2001 tentang “Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II 
Karanganyar”. Dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar No. 2  Tahun 2009 tentang “Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar”. Pada Peraturan 
Daerah yang baru ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar 
berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar. 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar merupakan perubahan dari Dinas 
Pendapatan yang mana terdapat penggabungan beberapa sub bidang baru 
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yang sebelumnya terpisah dari Dinas Pendapatan. Sub bagian tersebut yaitu 
subag keuangan, bidang perbendaharaan dan kas, dan bidang akuntansi dan 
aset daerah.  
2. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
Tugas pokok DPPKAD adalah membantu Kepala Daerah dalam hal 
ini Bupati Karanganyar untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pendapatan Daerah tersebut 
merupakan dana utama Pemerintah Daerah yang dialokasikan untuk 
membiayai belanja modal dan pembangunan daerah. 
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
mempunyai beberapa fungsi yaitu : 
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi 
pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran, 
perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum 
di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang 
meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, anggaran,  
perbendaharaan kas, akuntansi dan aset daerah 
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendataan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, 
penetapan dan penagihan, anggaran, perbendaharaan kas, akuntansi dan 
aset daerah 
d. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dalam lingkup Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
a. Visi 
        Menjadi dinas yang profesional di bidang pengelolaan sumber – 
sumber pendapatan daerah melalui program intensifikasi dalam rangka 
mendukung Kabupaten Karanganyar menuju tingkat pendapatan 
terkemuka di Jawa Tengah Tahun 2009. 
b. Misi 
1) Meningkatkan sumber daya pengelolaan pendapatan daerah yang 
professional. 
2) Meningkatkan pelayanan ketatausahaan atau administrasi 
pengelolaan pendapatan daerah sesuai system manajemen keuangan 
atau pendapatan daerah yang berlaku. 
3) Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan. 
4) Meningkatkan pendapatan setiap tahun anggaran. 
  
5 
5) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang harmonis dengan 
semua pihak yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan 
daerah. 
4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset   Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
Susunan organisasi pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 ditetapkan dengan 
pembagian seksi - seksi dan sub bagian sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari : 
1) Sub Bagian Perencanaan, 
2) Sub Bagian Keuangan, 
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 
c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari : 
1) Seksi Pendaftaran, 
2) Seksi Pendataan, 
d. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari : 
1) Seksi Penetapan, 
2) Seksi Penagihan, 
e. Bidang anggaran, terdiri dari : 
1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, 
2) Seksi Pengendalian Anggaran, 
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f. Bidang Perbendaharaan dan Kas, terdiri dari : 
1) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas,  
2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran, 
g. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari : 
1) Seksi Akuntansi, 
2) Seksi Aset Daerah, 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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4. Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar   
      Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 ditetapkan uraian 
tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dianas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Karanganyar  
a. Kepala Dinas 
1. Menyusun kebijakan di bidang Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah  serta kesekretariatan. 
2. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan bidang di 
bidang Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta 
kesekretariatan. 
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta 
kesekretariatan. 
b. Sekretaris 
1. Menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan 
tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan. 
3. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan 
administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan 
secara efektif dan efisien. 
           Di bagian Sekretaris terdapat tiga Sub Bagian sebagai berikut : 
1) Subag Perencanaan 
a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan, 
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan 
menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan 
indikator-indikator yang telah ditetapkan. 
c. Menyiapkan konsep naskah Dinas bidang perencanaan, 
monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan 
2) Subag Keuangan 
a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan 
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
b. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan 
administrasi keuangan, serta mengoreksi surat pertanggung 
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jawaban bendahara kegiatan untuk menghindari kesalahan. 
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
dengan cara membandingkan laporan perkembangan 
realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah 
disusun untuk bahan laporan kepada atasan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan. 
3) Subag Umum dan Kepegawaian 
1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 
kegiatan. 
2. Menyiapkan konsep naskah Dinas bidang administrasi 
umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 
ditetapkan atasan. 
3. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan 
administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan 
rumah tangga, perlengkapan/ perbekalan, dokumentasi, 
perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi 
kepegawaian Dinas. 
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c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
1. Menyusun   program  kegiatan  Seksi  Pendataan berdasarkan hasil 
evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
kerja. 
2. Mengoordinasikan kegiatan pendapatan dan pemeliharaan data 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama, serta mengonsultasikan penerimaan dan perimbangan 
dana bagi hasil pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi. 
3. Menyusun konsep surat pelaksanaan penerimaan wajib pajak 
dengan melampirkan formulir pendaftaran. 
d. Bidang Penetapan dan Penagihan 
1. Mengajukan SPP Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bagi Hasil Pajak 
Provinsi ke Kantor Pembayaran dan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Semarang I. 
2.   Mengurus Surat Perintah Pembayaran dan memantau transfer 
uang sampai pada Kas Umum Daerah. 
3.   Membuat bukti penerimaan atas beban pencairan Dana Alokasi 
Umum maupun Bantuan Tingkat I seperti Iuran Hasil Hutan (IHH), 
Air Bawah Tanah / air permukaan serta Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB). 
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e. Bidang Anggaran 
Di bidang anggaran terdapat dua Sub Bagian sebagai berikut :  
1) Seksi Pengendalian Anggaran 
a. Menyusun program kegiatan Seksi Pengendalian Anggaran   
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kerja. 
b. Menyusun dan menyiapkan bahan rencana pendapatan daerah 
agar diperoleh pendapatan yang optimal dan realisasinya dapat 
terevaluasi sehingga menunjang pembiayaan daerah. 
c. Menyusun dan menyiapkan bahan rencana pendapatan daerah 
baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Perimbangan, Bantuan dari Pusat maupun Provinsi dan Lain–
lain Pendapatan yang sah agar diperoleh pendapatan Daerah 
yang optimal. 
2) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 
a. Membuat Surat Edaran Bupati tentang petunjuk penyusunan 
RKA-SKPD, Penetapan APBD maupun Perubahan APBD dan 
membuat Surat Edaran Usulan Program dan Kegiatan sesuai 
dengan PPA dan KUA yang telah ditetapkan. 
b. Merekap Usulan Program dan Kegiatan dari SKPD sebagai 
bahan penyusunan Pra Konsep RAPBD Penetapan maupun 
Perubahan sebagai dasar penyusunan Penetapan APBD serta 
mengoordinasikan kembali dengan SKPD yang bersangkutan. 
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c. Menyusun Rancangan APBD maupun Perubahan APBD 
berdasarkan PPA dan KUA yang telah ditetapkan serta 
dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 
Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
f. Bidang Perbendaharaan dan Kas 
Di bidang perbendaharaan dan kas terdapat dua Sub Bidang sebagai 
berikut : 
1) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas 
a. Menyusun program kegiatan Seksi Perbendaran dan 
Pengendalian Kas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 
data yang tersedia sebagai pedoman kerja. 
b. Menyusun konsep Keputusan Bendahara Pengeluaran, 
Keputusan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara 
Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Keputusan 
Penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi, Keputusan 
Penggeseran digit, dan Surat Keputusan lain yang berkaitan 
dengan anggaran. 
c. Mengerjakan buku register Surat Pertanggungjawaban belanja 
langsung dan belanja tidak langsung, serta memeriksa dan 
meneliti Surat Pertanggungjawaban belanja langsung dan 
belanja tidak langsung beserta lampirannya yang kemudian 
dikembalikan kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
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2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran 
a. Mengumpulkan hasil analisis Seksi Anggaran Belanja langsung 
untuk disajikan sebagai data statistik sebagai bahan laporan dan 
evaluasi kepada atasan. 
b. Menyusun konsep dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana 
(SPD) Anggaran Belanja Langsung, Anggaran Kas Belanja 
Langsung, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja 
Langsung, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
(DPPA) Belanja Langsung pada Penetapan APBD maupun 
Perubahan APBD. 
c. Membuat Petunjuk Penyusunan Anggaran Kas, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) dan konsep Keputusan Bupati 
tentang Bendaharawan, Surat Keputusan Leassion Officier 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
g. Bidang Akuntansi Dan Aset Daerah 
Di bidang akuntansi dan aset terdapat dua Sub Bagian sebagai 
berikut: 
1) Seksi Akuntansi 
a. Menyusun program kegiatan Seksi Akuntansi berdasarkan hasil 
evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai 
pedoman kerja. 
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b. Melaksanakan penelitian/ pemeriksaan terhadap Surat Tanda 
Setoran (STS) penerimaan Daerah, pencatatan akuntasi 
pendapatan Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) 
secara sistematis dan kronologis, dan melaksanakan pengawasan 
terhadap pencatatan pendapatan Daerah sesuai jenis penerimaan 
untuk tertib administrasi 
c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem 
penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. 
2) Seksi Aset Daerah 
a. Menyusun program kegiatan Seksi Aset berdasarkan hasil 
evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai 
pedoman kerja. 
b. Mengadakan penelitian terhadap bukti penerimaan dan 
pengeluaran belanja langsung SKPD sesuai dengan kode 
rekening. 
h. Unit Pelaksana Teknis 
1. Menyusun rencana kerja penggalian pendapatan daerah dengan 
mengacu pada rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas. 
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pajak, penarikan 
retribusi lain-lain sesuai ketentuan yang barlaku. 
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3. Menggali potensi disektor pendapatan daerah baik pajak dan 
retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
                  Tugasnya membantu sebagian tugas kepala 
UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan 
keahlian, ketrampilan dan spesialisasinya masing-masing 
dan bersifat mandiri. 
 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
    Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan 
wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan 
diberlakukannya UU No. 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk 
mengatur dirinya dengan mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif 
dan efisien tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat. Salah satunya 
dengan maningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari 
pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah 
yang di alokasikan untuk membiayai belanja modal dan pembangunan daerah 
(Ndadari & Priyo : 2008). 
 Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah melakukan aktivitas rutin 
untuk melaksanakan kegiatan operasional yang ada di daerah supaya lebih 
maju dan berkembang. Agar pelaksanaan kegiatan operasional  tersebut 
berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang lebih 
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lengkap yang dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional tersebut yaitu 
dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana 
tercantum dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Adapun tujuan dari 
Keputusan ini, agar pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dibiayai 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBN/ APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan 
efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan 
yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan 
baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas 
Pemerintah dan pelayanan masyarakat.  
 Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang 
“Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati 
II Karanganyar”, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar dipisah 
menjadi dua bagian. Bagian yang dipisahkan ini digabungkan dengan Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Karanganyar, sehingga untuk proses pencairan dana atau pengeluaran kas dan 
proses pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil) melalui DPPKAD 
Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 
2003 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan pengadaan barang/ 
jasa pemerintah menggunakan tiga metode yaitu Metode Penunjukan Langsung 
(untuk nilai pekerjaannya di bawah Rp.50.000.000,-), Metode Pemilihan 
(untuk nilai pekerjaannya Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-), 
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dan Metode Pelelangan (untuk nilai pekerjaannya di atas Rp.100.000.000,-). 
Untuk melaksanakan metode ini, diperlukan suatu sistem dimana di dalamnya 
terdapat prosedur – prosedur yang harus dipatuhi.  
 Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang 
(Mulyadi 2001:5). Sebuah sistem yang besar terdiri dari sistem – sistem lain 
yang lebih kecil yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu. 
Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 
dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 
dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 
(Mulyadi 2001:3).  
 Proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk sistem 
pengeluaran kas yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa 
yang diperlukan oleh Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa biasanya 
memerlukan pengeluaran kas yang besar, hal ini berarti DPPKAD harus lebih 
memperhatikan pengendalian intern pada proses pengadaan barang dan jasa 
agar tidak terjadi kesalahan – kesalahan dalam pencatatan, penulisan jumlah 
dan sebagainya.  
 Dalam hal ini, penulis akan mengevaluasi pengadan barang dan jasa 
terutama pengadaan kendaraan dinas (mobil) dengan mekanisme pelelangan, 
karena untuk mengetahui apakah sistem yang digunakan dalam proses 
pengadaan kendaraan dinas (mobil) dengan mekanisme pelelangan yang 
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dilakukan DPPKAD Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan prosedur 
yang diterapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan 
Tugas Akhir ini penulis mengambil judul : “ EVALUASI SISTEM 
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OLEH DINAS PENDAPATAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) 
KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN MENGGUNAKAN 
MEKANISME PELELANGAN DI KABUPATEN KARANGANYAR “. 
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah sistem pengadaan kendaraan dinas dengan mekanisme 
pelelangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar sudah berjalan sesuai dengan 
prosedur yang diterapkan ? 
2. Bagaimanakah keefektifitasan dan sistem pengadaan kendaraan dinas 
dengan mekanisme pelelangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar sudah 
berjalan sesuai dengan prosedur yang diterapkan ? 
 
D. BATASAN MASALAH 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membahas tentang sistem 
pengadaan kendaraan dinas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Karanganyar dan membatasi permasalahan yang ada 
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pada Dinas tersebut yaitu mengenai sistem dan prosedur pengadaan kendaraan 
dinas terutama untuk kendaraan dinas roda empat (mobil). Kendaraan dinas 
roda empat (mobil) digunakan untuk kegiatan operasional DPPKAD seperti 
sarana bagi karyawan, sarana untuk penarikan pajak keliling dan lain-lain. Data 
yang digunakan untuk mengevaluasi pengadan kendaraan dinas terutama mobil 
adalah data tahun 2008. 
  Dalam menilai sistem dan prosedur pengadaan kendaraan dinas 
tersebut, penulis akan membahas mengenai pengadaan kendaraan dinas (mobil) 
dengan menggunakan mekanisme pelelangan di Kabupaten Karanganyar. 
Penulis akan mengevaluasi fungsi atau organisasi yang terkait, dokumen atau 
formulir yang digunakan, otorisasi, catatan akuntansi yang digunakan untuk 
mencatat transaksi, prosedur yang membentuk sistem pengadaan kendaraan 
dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan. 
 
E. TUJUAN PENELITIAN 
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah sistem pengadaan kendaraan dinas dengan 
menggunakan mekanisme pelelangan yang ada di DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
2. Untuk mengetahui keefektifan sistem pengadaan kendaraan dinas dengan 
menggunakan mekanisme pelelangan yang ada di DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua 
pihak   antara lain : 
1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar  
         Memberikan saran bagi DPPKAD yang diharapkan dapat berguna 
di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran untuk kemajuan dan alat untuk instropeksi atas kelemahan 
prosedur yang digunakan. 
2. Bagi Peneliti 
  Sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma III Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 
penyusunan Tugas Akhir ini. 
3. Bagi Pihak Lain 
         Diharapkan dapat menjadi wacana yang dapat digunakan sebagai 
sarana pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A.  TINJAUAN PUSTAKA 
1) Pengertian Evaluasi 
         Menurut Stufflebeam yang di kutip oleh Ansyar (1989) dalam 
BPPK (2008) bahwa evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan 
informasi yang berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif 
pengambilan keputusan. Sedangkan The joint committee on Standars For 
Educational Evaluation (1994) dalam BPPK (2008), mendefinisikan 
bahwa evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang 
keberhasilan suatu tujuan.  
   Djaali, Mulyono dan Ramli (2000) dalam BPPK (2008) 
mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu 
berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemudian diambil 
keputusan atas obyek yang dievaluasi. Evaluasi menurut Rutman and 
Mowbray (1983) dalam BPPK (2008) adalah penggunaan metode ilmiah 
untuk menilai implementasi dan out comes suatu program yang berguna 
untuk proses membuat keputusan. Sedangkan menurut Chelimsky (1989) 
dalam BPPK (2008), mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode 
penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan 
efektifitas suatu program. Sedangkan Wirawan (2006) dalam BPPK (2008) 
evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi 
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mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya 
dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.  
         Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan dan menyajikan informasi 
untuk mempertimbangkan alternatif-altenatif dalam pengambil keputusan 
yang menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan 
standar evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang 
keberhasilan suatu tujuan. 
 
2) Pengertian Sistem dan Prosedur 
a. Pengertian Sistem 
     Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau 
subsistem, saling berhubungan yang memiliki fungsi dengan tujuan 
yang sama (Wikipedia:2009). Sistem menurut (Mulyadi:2002) adalah 
sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan   lainnya, yang 
berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 
menurut Widjajanto (2001:2) sistem adalah sesuatu yang memiliki 
bagian – bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu 
melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output. 
     Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih sub sistem 
yang saling berhubungan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 
tujuan tertentu sehingga membangun satu kesatuan yang utuh untuk 
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mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan 
output serta untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.  
b. Pengertian Prosedur 
Terdapat beberapa pendapat yang cenderung mendefinisikan 
sistem dengan mengacu pada prosedur. Menurut Mulyadi (2001:5) 
prosedur adalah suatu urutan kegitan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 
berulang– ulang.  
 
3)  Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi 
Akuntansi itu sendiri merupakan suatu sistem informasi, 
mencangkup kegiatan mengidentifikasi, menghimpun, memproses, dan 
mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu organisasi ke 
berbagai pihak (Widjajanto 2001:14). Sistem akuntansi adalah organisasi 
formulir, catatan , dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi 2001:3).  
Sistem informasi akuntansi menurut Widjajanto (2001:4) yaitu 
susunan berbagai dokumen, alat kominikasi, tenaga pelaksana dan 
berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan 
menjadi informasi keuangan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 
merupakan sistem yg digunakan memproses data dan transaksi guna 
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menyediakan infomasi yang diperlukan oleh user untuk merencanakan, 
mengendalikan dan mengoperasikan bisnis. Untuk menghasilkan 
informasi (Rooswhan Staff Gunadarma:2009). 
Dari definisi tersebut, menurut Mulyadi (2001:3) unsur pokok 
sistem akuntansi adalah : 
a) Formulir 
               Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Contoh formulir yaitu bukti kas keluar, dengan 
demikian bukti kas keluar tersebut merupakan media pencatatan ke 
dalam jurnal dan ke dalam buku besar kas. 
b) Jurnal  
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 
untuk mencatat, mengklasifikasi data menurut penggolongan yang 
sesuai dengan informsi yang akan disajikan dalam laporan keuangan 
dan meringkas data keuangan dan data lainnya. 
c) Buku Besar 
        Buku besar terdiri dari rekening – rekening yang digunakan 
untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 
jurnal. 
d) Buku Pembantu 
         Buku pembantu terdiri dari rekening – rekening pembantu yang 
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu 
dalam buku besar dan merupakan catatan akuntansi akhir, yang 
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berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi 
diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku 
pembantu. 
e) Laporan 
        Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 
akuntansi yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, dan laporan 
perubahan laba yang ditahan. 
                                           
Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi yaitu (Mulyadi 2001:19): 
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 
ada      
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggunjawaban dan perlindungan kekayaan perusahan. 
4. Untuk mengurangi biaya klerikal (biaya tulis menulis) dalam 
penyelenggaraan catatan akuntansi. 
 
4) Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
      Mulyadi (2001:163) mendefinisikan sistem pengendalian intern 
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang 
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 
dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 
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dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan Widjajanto (2001:18) 
mendefinisikan pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian 
yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang 
diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk : 
 Mengamankan aktiva perusahaan 
 Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi 
 Meningkatkan efisiensi dan 
 Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran 
organisasi. 
       SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian 
Intern dalam Audit Lapotan Keuangan paragraf 6 menurut 
Mulyadi (2002:180) mendefinisikan pengendalian intern 
sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, 
manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 
yaitu : 
1) Keandalan pelaporan keuangan 
2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
3) Efektivitas dan efisiensi operasi 
      Sedangkan menurut tujuannya, sistem pengendalian 
intern dapat dibagi menjadi dua yaitu : 
1. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control), 
merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang meliputi 
struktur organisasi, metode, dan ukuran – ukuran yang dikoordinasi 
terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian 
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dan keandalan data akuntansi. 
2. Pengendalian intern administratif (internal administrative control), 
meliputi stuktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang 
dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 
kebijakan manajemen. 
 
Unsur – unsur sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:164): 
1. Stuktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara 
tegas. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan 
pada prinsip-prinsip berikut ini : 
a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 
fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memilki 
wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya 
pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan 
otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk 
menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi 
yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan 
perusahaan. 
b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam suatu transaksi 
dilakukan untuk membagi tahap transaksi tersebut ke tangan 
manajer berbagai unit organisasi yang dibentuk, sehingga semua 
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tahap transaksi tersebut tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi 
saja. Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu tarnsaksi terdapat 
internal check di antara unit organisasi pelaksana dan dapat 
mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh 
unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi 
penyimpanan. 
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 
dan biaya. 
  Dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur 
pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 
transaksi, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar 
untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur 
pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam 
formulir dicatat dalam akuntansi dengan tingkat ketelitian dan 
keandalannya (reliability) yang tinggi. 
Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin 
dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, 
sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses 
akuntansi. Selanjutnya prosedur pencatatan yang baik akan 
menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai 
kekayaan, utang, dan biaya suatu orgnisasi.  
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 
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unit organisasi. 
 Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem 
wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak 
akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara – cara untuk 
menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaanya.  
Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 
menciptakan praktik yang sehat menurut Mulyadi (2001:167) 
adalah : 
a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang 
pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 
berwenang. Karena formulir merupakan alat untuk memberikan 
otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian 
pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan 
dapat menerapkan pertanggungjawaban terlaksananya 
transaksi. 
b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit) dilaksanakan tanpa 
pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, 
dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi 
dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-
kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. 
c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai 
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akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada 
campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena 
setiap transaksi dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain, 
sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas 
setiap unit organisasi yang terkait, maka setiap unit organisasi 
akan melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan 
tugasnya. 
d)   Perputaran jabatan (job rotation) yang diadakan secara rutin 
akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga persekongkolan di antara mereka dapat 
dihindari. 
e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 
Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 
menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang 
bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, 
sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen 
yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh pejabat 
yang menggantikan untuk sementara tersebut. 
f)   Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 
catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 
ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik 
harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan 
secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan 
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dengan kekayaan tersebut. 
g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 
efektivitas unsur – unsur sistem pengendalian intern yang lain. 
Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf 
pemeriksa intern. Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, 
satuan pengawas intern ini harus tidak melaksanakan fungsi 
operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, serta harus 
bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak 
(direktur utama). Adanya satuan pengawas intern dalam 
perusahaan akan menjamin efektivitas unsur - unsur sistem 
pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan 
terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin 
ketelitian dan keandalannya. 
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 
Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi 
dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 
mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada 
manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki 
karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain 
dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap 
mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 
diandalkan. 
 Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi 
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tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 
efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem 
pengendalian intern yang mendukungnya. 
Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat 
dipercaya, berbagai cara berikut ini dapt ditempuh : 
a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 
oleh pekerjaannya. 
      Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan 
yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan 
dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang 
ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang 
dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan 
tersebut. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan 
menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi 
seperti yang dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya.  
b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 
pekerjaannya. 
    Karyawan perusahaan dituntut untuk lebih meningkatkan 
pendidikannya, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya 
jaman maka mutu pendidikan semakin maju dan berkembang. 
 
5) Pengertian Efektif  
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Pengertian efektif dalam Suwandi (2009) pada umumnya 
menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada 
bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan 
antara input dan outputnya. Menurut Hidayat (1986) efektif adalah suatu 
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 
waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, 
makin tinggi efektifitasnya. Sedangkan menurut Prasetyo Budi Saksono 
(1984) efektif adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai 
dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. 
Menurut Chester I. Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan 
Prawirosentono (1999) dalam Suwandi (2009), menjelaskan bahwa arti 
efektif dan efisien adalah sebagai berikut :  
“When a specific desired end is attained we shall say that the action 
is effective. When the unsought consequences of the action are more 
important than the attainment of the desired end and are 
dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When 
the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is 
efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it 
specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the 
aim, whatever it is effective or not”. 
 
Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan 
bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang 
tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting 
dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan 
ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya 
bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan 
tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu 
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efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu 
memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif 
atau tidak. 
 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektif adalah 
cara untuk mencapai hasil yang dicapai dengan membandingkan antara 
target (kuantitas, kualitas dan waktu) atau membandingkan antara output 
yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input sebagai 
pendorong tercapainya suatu tujuan. 
 
6) Pengertian Pengadaan Barang/ Jasa 
      Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang 
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, 
yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa. Jasa adalah 
jasa pemborong dan jasa konsultasi. Menurut Keputusan Presiden No. 80 
Tahun 2003, pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ 
jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 
      Menurut pelelang di Belanda, sistem lelang juga disebut dengan 
satuan harga lelang di mana penjaminan penerbitan sekuritas menurunkan 
harga secara bertahap sampai sebuah tawaran responsife tercapai 
(Answers:2009). Selain itu lelang juga disebut dengan tendering barang 
yang di kenal sebagai pengadaan barang yang dilakukan di beberapa 
daerah. Tendering barang yang baik dapat dilihat melalui total biaya 
kepemilikan, kualitas dan kuantitas barang, waktu dan tempat yang tepat 
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untuk melakukan kontrak pengadaan barang tersebut (Wikipedia:2009). 
 
Prinsip – prinsip dalam menerapkan pengadaan barang/ jasa menurut                        
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yaitu : 
a. Efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran 
yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
b. Efektif,  berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai kebutuhan yang 
telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat. 
c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/ jasa harus terbuka 
bagi penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan 
melalui persaingan yang sehat berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang jelas dan transparan. 
d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
pengadaan barang/ jasa sifatnya terbuka bagi penyedia barang/ jasa 
yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 
e. Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yng sama 
bagi calon penyedian barang/ jasa dan tidak mengarah memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu.  
f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan mupun 
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat sessaui dengan prinsip dan ketentuan yang 
berlaku. 
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Metode yang digunakan untuk pengadaan barang/ jasa menurut Keputusan 
Presiden No. 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut : 
a. Metode penunjukan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/ jasa 
untuk pekerjaan yang nilainya di bawah Rp. 50.000.000,-: 
1) Untuk jenis pekerjaan yang komplek atau hanya beberapa 
perusahaan yang diyakini bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. 
2) Karena keadaan mendesak misal karena bencana alam. 
3) Karena hanya ada satu pendaftar atau tidak ada yang mendaftar 
walaupun sudah dilaksanakan pengumuman ulang. 
4) Karena rahasia Negara. 
b. Metode pemilihan langsung yaitu proses pemilihan penyedia barang 
dan jasa untuk pekerjaan antara Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 
100.000.000,- 
c. Metode pelelangan yaitu proses pemilihan penyedia barang atau jasa 
yang nilainya di atas Rp. 100.000.000,- 
       Metode pelelangan terdiri dari : 
1)  Proses prakualifikasi adalah proses penilaian kemampuan usaha 
dan persyaratan lainnya seperti keahlian, pengalaman, kemampuan 
teknis, SDM yang andal, modal, peralatan dan alamat yang tepat 
dari penyedia barang dan jasa sebelum memasukan penawaran. 
2) Proses pascakualifikasi adalah proses penilaian kemampuan usaha 
dan persyaratan lainnya seperti keahlian, pengalaman, kemampuan 
teknis, SDM yang andal, modal, peralatan dan alamat yang tepat 
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dari penyedia barang dan jasa setelah memasukan penawaran. 
3) Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa 
yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas 
melalui media masa seperti website maupun surat kabar nasional  
dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga 
masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikutinya. 
Menurut Lee & Linda (dalam jurnal internasional:1999) 
bahwa awalnya web digunakan untuk pemesanan tiket pesawat, 
kemudian untuk komunikasi antar kapal kontainer di lautan dan 
pemesanan barang- barang. Tetapi sekarang web muncul sebagai 
sarana untuk melakukan pelelangan online. Sedangkan menurut 
Hulmen (dalam jurnal internasional:1994) satelit di perusahaan – 
perusahaan yang di ciptakan di Jepang berkembang dengan cepat 
hal ini merupakan berita yang menggembirakan untuk mengetahui 
seberapa luas lapangan yang akan di buka, seperti memperkenalkan 
satelit yang dimilikinya untuk online dan untuk menyampaikan 
pelelangan mobil di berbagai pasar di US. Selain itu, menurut 
Messmer (dalam jurnal internasional:1994) pengumuman 
pelelangan dapat dilakukan melaui televisi. Di televisi tersebut 
peserta lelang dapat menawarkan mobil yang dimilikinya kepada 
panitia pengadaan dengan mencantumkan harga dan spesifikasi 
yang dimiliki mobil tersebut. 
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4) Pelelangan terbatas adalah pelelangan yang dilaksanakan untuk 
pekerjan-pekerjaan komplek yang diyakini hanya bisa diikuti oleh 
penyedia barang atau jasa pada perusahaan tertentu dengan 
spesifikasi pekerjaan tertentu. 
 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1)   Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
a. Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas dengan menggunakan 
Mekanisme Pelelangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerh (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar  
1) Fungsi yang terkait : 
a) PPTK Bagian Perlengkapan 
        Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian 
Perlengkapan adalah pejabat pada unit SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
            Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi SKPD.  
c)  Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 
            Panitia Pembuat Komitmen (PPKom) adalah pejabat yang 
diangkat oleh KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang 
  
40 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau 
jasa. 
d) Panitia Pengadaan (Panitia Pelelangan) 
            Panitia Pengadaan (Panitia pelelangan) adalah tim yang 
diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan 
pemilihan penyedia barang atau jasa. Panitia pengadaan 
bertanggung jawab penuh atas seluruh proses pengadaan 
barang atau jasa. Panitia pengadaan beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 orang yang memahami tata cara pengadaan yang 
berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi maupun instansi 
teknis lainnya. 
e) Penyedia Barang (Peserta lelang) 
            Penyedia barang adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang 
atau jasa. Persyaratan untuk menjadi penyedia barang yaitu 
tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak masuk daftar 
hitam, telah membayar pajak tahun terakhir, memiliki 
keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, SDM yang andal, 
modal, peralatan dan alamat yang tepat. 
f) Tim Pemeriksa 
         Tim pemeriksa adalah bagian yang mengadakan 
pemeriksaan terhadap barang yang dikirimkan oleh penyedia 
barang atau jasa. 
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g) Fungsi Penyimpanan 
      Dalam sistem pengadaan barang, fungsi ini bertanggung 
jawab atas penyimpanan barang setelah dilakukan pemeriksaan 
oleh panitia pemeriksaan dan selanjutnya akan didistribusikan 
ke unit pemakai barang yang membutuhkan. 
h) Fungsi Bendahara Pengeluaran 
 Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, fungsi ini 
mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan 
uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan melaporkan 
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kuasa BUD. 
i) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) 
 PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha  keuangan pada SKPD. 
j) Kuasa BUD 
Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
tugas BUD untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Fungsi ini 
mempunyai tugas untuk menyiapkan anggaran kas dan 
menerbitkan SP2D.   
k) Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan 
Dalam sistem akuntansi pengeluaran untuk pengadaan 
kendaraan dinas roda empat (mobil), fungsi ini bertanggung 
jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut 
biaya, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal 
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pengeluaran kas, dan mencatat transksi pembelian aktiva tetap. 
Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi 
kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai 
sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar serta pengkodean 
(coding).   
2) Dokumen Yang Digunakan 
l) Surat Pemberitahuan Pengadaan Barang (SPPB) terdiri atas : 
a) SPPB-PPTK 
         Dokumen ini dibuat oleh PPTK bagian 
perlengkapan untuk mengajukan permintaan atas barang 
yang diperlukan kepada KPA. 
b) SPPB-KPA 
          Dokumen ini dibuat oleh KPA yang akan 
diserahkan ke PPKom untuk menyusun perencanaan 
kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil). 
c) SPPB-PPKom  
         Dokumen ini dibuat oleh PPKom yang akan 
diserahkan kepada panitia pengadaan untuk memproses 
pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil). 
2) Dokumen Pengadaan Barang, terdiri atas: 
a) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) 
              Dalam melakukan prosedur pengadaan barang/jasa 
diperlukan penyusunan perencanaan dan menetapkan paket-
paket pekerjaan disertai ketentuan dalam data lelang yang 
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memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai 
dengan jenis pekerjaannya.  
b) Dokumen Pascakualifikasi 
       Dokumen ini dibuat oleh panitia pengadaan yang 
digunakan  untuk kualifikasi bagi penyedia barang atau 
peserta lelang dan penyampaian dokumen ini bersamaan 
dengan dokumen penawaran. 
3) Pakta Integritas (PI) 
                        Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)/ 
panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/ Unit Layanan 
Pengadaan (Procurement Unit)/ penyedia barang/ jasa yang 
berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, 
korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa. 
4) SIUP, TDP, AKTA dan NPWP 
 SIUP adalah surat izin yang dikeluarkan oleh instansi 
pemerintah yang digunakan sebagai persyaratan calon 
penyedia barang atau peserta lelang. TDP adalah surat yang 
digunakan penyedia barang pada waktu mendaftar sebagai 
peserta lelang. AKTA berisi riwayat berdirinya suatu 
perusahaan sedangkan NPWP adalah Nomor Pokok Wajib 
Pajak yang digunakan perusahaan untuk membayar pajak. 
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5) BA Penjelasan RKS (BAP) 
 Dokumen ini dibuat oleh panitia pengadaan sebagai 
penjelasan (Aanwijzing) RKS kepada para penyedia barang 
yang terdaftar dalam daftar peserta lelang. Penjelasan 
(Aanwijzing) berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari 
panitia pengadaan serta keterangan lain termasuk 
perubahannya dan peninjauan lapangan. 
6) Dokumen Penawaran 
Dokumen ini diajukan oleh peserta lelang kepada panitia 
pengadaan dengan menggunakan sistem satu sampul. 
Kelengkapan dokumen penawaran terdiri atas Surat penawaran 
beserta masa berlaku penawaran, Surat jaminan penawaran 
asli, dan harga penawaran yang diajukan. 
7) Surat Usulan Pemenang (SUP) 
Surat ini dibuat oleh panitia pengadaan sebagai 
pernyataan usulan pemenang yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pascakualifikasi 
dan RKS. 
8) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 
SPPBJ ini dikeluarkan oleh PPKom sebagai pelaksana 
pekerjaan yang dilelangkan setelah terpilihnya satu penyedia 
barang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
dalam RKS dan yang mengajukan harga penawaran terendah. 
  
45 
9) Surat Perjanjian Kerja (SPK) 
Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan, PPKom 
mengeluarkan SPK sebagai dasar perjanjian kerja dengan 
penyedia barang. 
10)  Berita Acara Peneriman Barang/Jasa (BAPBJ)  
Dokumen ini dibuat oleh fungsi penyimpanan sebagai 
pernyataan penerimaan barang dari penyedia barang. 
11) Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) 
Dokumen ini dibuat oleh tim pemeriksa sebagai 
pernyataan bahwa apakah barang yang diterima dalam kondisi 
baik dan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditentukan dalam RKS. 
12) Dokumen Pencairan Dana terdiri atas : 
a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) 
     Dokumen ini diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ke 
tiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah 
kerja liannya dan pembayaran pengadaan barang dengan 
jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran 
tertentu yang dokumennya disiapkan/ di otorisasi oleh 
PPTK. 
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b. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) 
     Dokumen ini diterbitkan oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD kepada pihak ke tiga. 
c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
     Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 
d. Surat Tanda Setoran (STS) 
     Dokumen ini dibuat oleh Kuasa BUD yang 
digunakan untuk bukti pembayaran kepada pihak ke tiga. 
c. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 
a) Register SPP-LS 
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 
penerbitan SPP-LS melalui PPK SKPD. 
b) Register penerbitan SPM-LS 
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 
penerbitan SPM-LS. 
c) Register SP2D 
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 
penerbitan SP2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD.  
d) Buku Pengeluaran Kas (BPK) 
Buku pengeluaran kas yang digunakan untuk mencatat 
pengeluaran kas atas pembelian aktiva. 
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e) Register Bukti Kas Keluar 
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat 
transaksi pembelian aktiva tetap. 
d. Jaringan Prosedur Yang Menbentuk Sistem Pengadaan 
Kendaraan Dinas Dengan Menggunakan Mekanisme 
Pelelangan 
1) Prosedur permintaan pengadaan kendaraan dinas roda 
empat  
a) PPTK bagian perlengkapan memberitahukan kepada KPA 
untuk mengadakan kendaraan dinas roda empat (mobil) 
sebagai sarana prasarana operasional berupa SPPB-PPTK 
yang akan diserahkan KPA.   
b) KPA memeriksa dana yang ada, jika dananya mencukupi 
maka pengadaan barang dapat dilaksanakan. 
c) KPA memberitahukan kepada PPKom untuk menyusun 
perencanaan pengadaan barang dan menetapkan paket-paket 
pekerjaan disertai ketentuan dalam data lelang yang memuat 
ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis 
pekerjaan berupa SPPB-KPA. 
d) PPKom memerintahkan kepada panitia pengadaan untuk 
memproses pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil) 
berupa SPPB-PPKom dan membuat Pakta Integritas (PI) 
untuk  panitia pengadaan. 
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2) Prosedur pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda 
empat (mobil) 
a) Panitia pengadaan membuat  RKS  dan dokumen 
pascakualifikasi serta meminta pengesahan RKS kepada 
PPKom dan menandatangani Pakta Integritas (PI) kemudian 
menyerahkannya ke penyedia barang untuk ditandatangani. 
b) PPKom memeriksa dan mengesahkan RKS untuk kegiatan 
pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil). 
c) Setelah mendapatkan pengesahan RKS dan dokumen 
pascakualifikasi, panitia pengadaan mengumumkan secara 
luas tentang adanya pelelangan umum dengan 
pascakualifikasi dalam rangka pelelangan umum kendaraan 
dinas roda empat melalui surat kabar nasional atau media 
internet. 
d) Panitia pengadaan membuka pendaftaran dan memberikan 
penjelasan (Aanwijzing) secara rinci kepada calon penyedia 
barang tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai 
dokumen penyedia barang (RKS) pada waktu dan tempat 
sesuai dalam ketentuan data lelang yang dituangkan dalam 
BAP. Dalam acara penjelasan lelang (Aanwijzing), panitia 
pengadaan mengumumkan nilai total Harga Perhitungan 
Sendiri (HPS) kepada peserta lelang. Rincian HPS ini tidak 
boleh dibuka dan bersifat rahasia. 
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e) Calon penyedia barang mengambil BAP, RKS dan 
dokumen pascakualifikasi dari panitia pengadaan dan 
menandatangani Pakta Integritas (PI). Selanjutnya penyedia 
barang menyerahkan FC SIUP, FC TDP, FC AKTA, FC 
NPWP dan memasukan dokumen penawaran dengan 
menggunakan metode satu sampul untuk diserahkan ke 
panitia pengadaan yang ditentukan minimal 2 hari setelah 
penjelasan. 
f) PPKom mengotorisasi Pakta Integritas (PI) setelah 
ditandatangani oleh panitia pengadaan dan calon penyedia 
barang. 
g) Panitia pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran 
yang meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga 
terhadap semua penawaran yang masuk dari penyedia 
barang dengan sistem gugur maksimal tujuh hari setelah 
pembukaan dokumen. 
h) Panitia pengadaan mengusulkan calon penyedia barang 
sekurang-kurangnya tiga penawaran yang terendah dari 
pagu anggaran yang telah ditetapkan berupa Surat Usulan 
Pemenang (SUP) yang akan diserahkan dan diotorisasi oleh 
PPKom  
i) PPKom memeriksa, mengotorisasi dan membandingkan 
Surat Usulan Pemenang (SUP) dengan RKS dan dokumen 
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pascakualifikasi untuk menunjuk satu pemenang lelang 
selanjutnya membuat SPPBJ dan SPK. SPPBJ, RKS dan 
dokumen pascakualifikasi diserahkan ke tim pemeriksa 
sedangkan SUP dan SPK diserahkan ke penyedia barang 
untk di arsipkan. 
3) Prosedur penerimaan barang melalui pengadaan  
a) Tim pemeriksa menerima SPPBJ, SPK, RKS dan dokumen 
pascakualifikasi dari PPKom bersamaan dengan barang dan 
memeriksa apakah barang dalam kondisi baik dan apakah 
sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam 
RKS, selanjutnya akan dituangkan dalam BA pemeriksaan 
(BAPB). 
b) Fungsi penyimpanan menerima SPPBJ, BAPB bersama 
dengan barang dan menyimpan barang yang telah diperiksa 
oleh tim pemeriksa yang dituangkan dalam (BAPBJ) dan 
selanjutnya akan didistribusikan ke unit pemakai yang 
membutuhkan dan menyerahkan SPPBJ, BAPBJ dan BAPB 
ke PPTK bagian perlengkapan. 
4) Prosedur pencairan dana dan pembayaran langsung 
a) PPTK bagian perlengkapan menerima SPPBJ, BAPBJ dan 
BAPB dari fungsi penyimpanan dan memeriksa 
kelengkapan dokumen tersebut untuk pembuatan SPP-LS. 
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b) Bendahara pengeluaran menerima dan memeriksa 
kelengkapan dokumen SPPBJ, BAPBJ dan BAPB dari 
PPTK bagian perlengkapan untuk membuat SPP-LS yang 
akan diajukan  ke KPA setelah ditandatangani PPTK guna 
memperoleh persetujuan dari KPA melalui PPK-SKPD. 
c) PPK SKPD menerima, memeriksa kelengkapan dokumen 
SPP-LS untuk diserahkan ke KPA dan mencatat SPP-LS 
yang diterima ke dalam register SPP-LS. 
d) KPA menerima SPP-LS dari PPK SKPD dan membuat 
SPM-LS untuk diserahkan ke Kuasa BUD dan mencatat 
SPM-LS ke dalam register SPM-LS. 
e) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS yang diajukan 
oleh KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui 
pagu anggaran yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk 
penerbitan SP2D. 
f) Kuasa BUD membuat SP2D dan memerintahkan kepada 
Bank Jateng untuk mentransfer dana yang tercantum dalam 
SP2D guna keperluan pembayaran langsung kepada pihak 
ke tiga berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan mencatatnya 
ke dalam buku pengeluaran kas. 
g) Kuasa BUD mencatat SP2D ke dalam buku pengeluaran kas 
dan mengirimkan buku tersebut ke sub bagian pembukuan 
yang diampiri dengan SP2D, SPM-LS dan STS. 
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h) Sub bagian pembukuan bagian keuangan menerima laporan 
STS, SP2D, SPP-LS dan SPM-LS dari kuasa BUD dan 
mencatat ke dalam register bukti kas keluar. 
e. Bagan Alir (Flowchart) 
                             Berikut ini adalah bagan alir (flowchart) untuk pengadaan 
kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan di 
kabupaten karanganyar berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 
Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 : 
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b. Penjelasan Bagan Alir (Flowchart) 
a) PPTK Bagian Perlengkapan 
1. Membuat SPPB-PPTK sebanyak dua lembar, lembar pertama 
di serahkan  ke KPA dan lembar ke dua di arsipkan permanen 
menurut tanggal. 
2. Memeriksa kelengkapan BAPBJ lembar pertama, SPPBJ 
lembar ke dua dan BAPB lembar ke dua dari fungsi 
penyimpanan untuk pembuatan SPP-LS yang akan di 
serahkan ke Bendahara Pengeluaran. 
b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
1. Menerima SPPB-PPTK lembar pertama dari PPTK bagian 
perlengkapan dan melakukan kontrol anggaran, jika 
danannya mencukupi maka pengadaan kendaraan dinas dapat 
dilaksanakan. Selanjutnya KPA memberitahukan kepada 
PPKom untuk menyusun perencanaan dengan membuat 
SPPB-KPA sebanyak dua lembar, lembar pertama di 
serahkan ke PPKom dan lembar ke dua diarsipkan permanent 
menurut tanggal beserta SPPB-PPTK lembar ke dua. 
2. Menerima SPP-LS lembar pertama dari PPK SKPD untuk 
pembuatan SPM-LS sebanyak dua lembar. SPP-LS lembar 
pertama di serahkan ke sub bagian pembukuan bagian 
keuangan dan SDPM-LS lembar pertama di serahkan ke 
Kuasa BUD sedangkan SPM-LS lembar ke dua di catat 
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dalam register SPM-LS dan di arsipkan permenen menurut 
tanggal. 
c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 
1. Menerima SPPB-KPA lembar pertama dari KPA dan 
memberi perintah kepada panitia pengadaan untuk 
memproses pengadaan kendaraan dinas berupa SPPB-PPKom 
sebanyak dua lembar dan membuat PI. PI dan SPPB-PPKom 
lembar pertama di serahkan ke panitia pengadaan sedangkan 
SPPB-PPKom lembar ke dua bersama dengan SPPB-KPA di 
arsipkan permanen menurut tanggal. 
2. Memeriksa dan mengesahkan dokumen pascakualifikasi dan 
RKS dari panitia pengadaan. Dokumen pascakualifikasi 
lembar ke dua dan RKS lembar ke dua di serahkan kembali 
ke panitia pengadaan. 
3. Menerima SUP dari panitia pengadaan untuk diotorisasi dan 
dibandingkan dengan dokumen pascakualifikasi dan RKS 
untuk menunjuk satu pemenang berupa SPPBJ serta membuat 
SPK. Dokumen pascakualifikasi, RKS dan SPPBJ lembar 
satu dan dua di serahkan ke tim pemeriksa. SPPBJ lembar ke 
tiga beserta SUP dan SPK di serahkan ke penyedia barang 
sedangkan SPK lembar ke dua di arsipkan permanen menurut 
nomor. 
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4. Mengotorisasi PI dari penyedia barang dan di arsipkan 
permanen menurut nomor. 
d) Panitia Pengadaan 
1. Menerima SPPB-PPKom dan PI dari PPKom. Kemudian 
membuat RKS dan dokumen pascakualifikasi sebanyak dua 
lembar untuk di otorisasi oleh PPKom. PI yang sudah 
ditandatangani di serahkan ke penyedia barang dan SPPB-
PPKom lembar pertama diarsipkan permanen menurut nomor  
2. Menerima RKS dan dokumen pascakualifikasi dari PPKom 
dan mengumumkan adanya pelelangan umum kepada peserta 
lelang melalui surat kabar nasional atau media internet 
selanjutnya menerima pendaftaran dengan membuat BAP 
(Aanwijzing). Dokumen pascakualifikasi, RKS dan BAP 
diserahkan ke penyedia barang. 
3. Menerima FC AKTA, FC TDP, FC SIUP, FC NPWP dan 
dokumen penawaran dari penyedia barang untuk di arsipkan 
permanent menurut nomor. Selanjutnya mengevaluasi 
dokumen penawaran untuk memilih tiga calon pemenang 
sementara berupa SUP yang akan di serahkan ke PPKom.  
e) Penyedia Barang 
1. Menandatangani PI dan menerima dokumen pascakualifikasi, 
RKS dan BAP dari panita pengadaan dan menyerahkan FC 
AKTA, FC TDP, FC SIUP, FC NPWP dan dokumen 
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penawaran  ke panitia pengadaan. PI diserahkan kembali ke 
PPKom untuk diotorisasi, sedangkan dokumen 
pascakualifikasi, RKS dan BAP di arsipakn permanen 
menurut nomor. 
f) Tim Pemeriksa 
1. Menerima dokumen pascakualifikasi, RKS, dan dua lembar 
SPPBJ dari PPKom bersama dengan barang untuk diperiksa 
apakah sudah sesuai dengan spesifikasi beupa BAPB. 
Dokumen pascakualifikasi, RKS, SPPBJ lembar pertama dan 
BAPB lembar pertama di arsipkan permanent menurut 
nomor. Sedangkan SPPBJ dan BAPB lembar ke dua di 
serahkan ke fungsi penyimpanan.  
g) Fungsi Penyimpanan 
1. Menerima SPPBJ dan BAPB lembar ke dua dari tim 
pemeriksa bersamaan dengan barang dan membuat BAPBJ 
sebanyak dua lembar. Barang di serahkan ke PPTK untuk 
didistribusikan kepada unit yang membutuhkan bersama 
dengan BAPB, SPPBJ dan BAPBJ lembar pertama. 
Sadangkan BAPBJ lembar ke dua di arsipkan permenen 
menurut nomor.   
h) Bendahara Pengeluaran 
1. Menerima dan memeriksa kelengkapan BAPB, SPPBJ dan 
BAPBJ untuk membuat SPP-LS. DAua lembar SPP-LS di 
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serahkan ke PPK SKPD sedangkan SPP-LS lembar ke tiga di 
arsipkan permenen menurut tanggal. 
i) PPK SKPD 
1. Menerima dan memeriksa dua lembar SPP-LS dari bendahara 
pengeluaran dan mencatatnya ke dalam register SPP-LS dan 
lembar pertama di serahkan ke KPA, lembar ke dua di 
arsipkan permenen menurut tanggal. 
j) Kuasa Bendahara Umum Daerah 
1. Menerima dan meneliti kelengkapan SPM-LS dari KPA 
untuk membuat SP2D sebanyak tiga lembar dan 
memerintahkan kepada Bank Jateng untuk menyetorkan 
sejumlah uang kepada pihak ke tiga berupa STS.  
2. SP2D lembar pertama di arsipkan permanen menurut tanggal 
dan mencatatnya ke dalam register SP2D, lembar ke dua di 
serahkan kepada Bank, lembar ke tiga di serahkan ke sub 
bagian pembukuan bersama dengan STS lembar ke dua dan 
SPM-LS. Sedangkan STS lembar pertama di serahkan kepada 
pihak ke tiga dan mencatatnya ke dalam buku pengeluaran 
kas. 
k) Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan 
1. Menerima SP2D, STS, dan SPM-LS dari Kuasa BUD dan 
SPP-LS dari KPA untuk di arsipkan permenen menurut 
tanggal dan mencatat STS ke dalam register bukti kas keluar. 
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c. Evaluasi Sistem Pengadaan Kendaraan  dengan menggunakan 
Mekanisme Pelelangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 
  Berikut ini adalah evaluasi sistem pengadaan kendaraan dinas 
dengan menggunakan mekanisme pelelangan di DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar  
a. Evaluasi terhadap fungsi yang terkait : 
     Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah fungsi yang terkait dalam sistem pengadaan 
kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan 
adalah   PPTK bagian perlengkapan, KPA, PPKom, Panitia 
pengadaan, Penyedia barang (peserta lelang), Tim Pemeriksa, 
Fungsi Penyimpanan, Fungsi bendahara pengeluaran, PPK SKPD, 
Kuasa BUD, dan Sub bagian pembukuan bagian keuangan. 
       Fungsi yang terkait dalam sistem pengadaan kendaraan 
dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan pada DPPKAD 
Karanganyar sudah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 
Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu PPTK 
bagian perlengkapan, KPA, PPKom, Panitia pengadaan, Penyedia 
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barang (peserta lelang), Tim Pemeriksa, Fungsi Penyimpanan, 
Fungsi Bendahara Pengeluarn, PPK SKPD, Kuasa BUD, dan Sub 
bagian pembukuan bagian keuangan. 
b. Evaluasi terhadap dokumen yang digunakan : 
    Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dokumen yang digunakan dalam sistem 
pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme 
pelelangan adalah SPPB-PPTK, SPPB-KPA, SPPB-PPKom, 
dokumen pengadaan (RKS dan dokumen pascakualifikasi), FC 
SIUP, FC TDP, FC AKTA, FC NPWP, PI, BAP, dokumen 
penawaran, Surat Usulan Pemenang (SUP), SPPBJ, SPK, BAPB, 
BAPBJ, dan dokumen pencairan dana (SPP-LS, PSM-LS, SP2D 
dan STS). 
    Dokumen yang digunakan dalam sistem pengadaan 
kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme pelelangan pada 
DPPKAD Karanganyar sudah sesuai dengan Keputusan Presiden 
No. 80 Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu 
SPPB-PPTK, SPPB-KPA, SPPB-PPKom, dokumen pengadaan 
(RKS dan dokumen pascakualifikasi), FC SIUP, FC TDP, FC 
AKTA, FC NPWP, PI, BAP, dokumen penawaran, Surat Usulan 
Pemenang (SUP), SPPBJ, SPK, BAPB, BAPBJ, dan dokumen 
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pencairan dana (SPP-LS, PSM-LS, SP2D dan STS). 
c. Evalusi terhadap catatan akuntansi yang digunakan : 
    Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 
pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme 
pelelangan adalah register SPP-LS, register SPM-LS, register 
SP2D, buku pengeluran kas (BPK) dan register bukti kas keluar. 
       Dalam prakteknya catatan akuntansi yang digunakan dalam 
sistem pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan 
mekanisme pelelangan sudah sesuai dengan Keputusan Presiden 
No. 80 Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah 
register SPP-LS, register SPM-LS, register SP2D, buku pengeluran 
kas (BPK) dan register bukti kas keluar. 
d. Evaluasi terhadap jaringan prosedur yang membentuk sistem 
pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil) 
       Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksnaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah adalah prosedur permintaan pengadaan 
kendaraan dinas roda empat (mobil), prosedur pelaksanaan 
pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil), prosedur 
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penerimaan barang melaui pengadaan, dan prosedur pencairan dan 
dan pembayaran langsung. 
       Dalam prakteknya, jaringan prosedur yang membentuk 
sistem pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan 
mekanisme pelelangan sudah sesuai dengan Keputusan Presiden 
No. 80 Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah 
prosedur permintaan pengadaan kendaraan dinas roda empat 
(mobil), prosedur pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas oda 
empat (mobil), prosedur penerimaan barang melaui pengadaan, dan 
prosedur pencairan dan dan pembayaran langsung.  
 
2)   Efektifitas Sistem Pengadan Kendaraan Dinas dengan menggunakan 
Mekanisme Pelelangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar 
   Suatu sistem dikatakan efektif jika suatu target (kuantitas, kualitas 
dan waktu) dapat tercapai. Sistem pengadaan kendaraan dinas dengan 
menggunakan mekanisme pelelangan di DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar dikatakan efektif jika jadwal pelaksanaan pengadaan sesuai 
dengan jadwal yang sudah ditetapkan, kualifikasi/ spesifikasi barang 
yang di tetapkan sesuai dengan yang diharapkan dan kuantitas barang 
yang diadakan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. 
   Sesuai dengan data yang diperoleh dan hasil wawancara yang 
penulis lakukan, penulis menemukan beberapa temuan mengenai 
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kuantitas, kualitas dan waktu pengadaan kendaraan dinas dengan 
menggunakan mekanisme pelelangan di DPPKAD Karanganyar antara 
lain : 
a. Kuantitas pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan 
mekanisme pelelangan di DPPKAD Karanganyar  
Tabel 1 
Tabel Kuantitas Pengadaan Kendaraan Dinas 
dengan menggunakan Mekanisme Pelelangan 
di DPPKAD Karanganyar Tahun 2008 
 
Tahun Keterangan Kuantitas 
yang 
ditetapkan 
Kuantitas 
yang 
diperoleh 
Selisih % 
2008 Jumlah 
kendaraan 
dinas roda 
empat 
 
2 unit 1 unit 1 unit 50 
2008 Anggaran 
pengadaan 
kendaraan 
dinas roda 
empat 
 
125.000.000 115.500.000 9.500.000 92,4 
Sumber. DPPKAD Karanganyar 
Kuantitas/ jumlah kendaraan dinas yang diadakan oleh 
DPPKAD Karanganyar tidak efektif  karena DPPKAD Karanganyar 
mengajukan kendaraan dinas 2 unit tapi dalam prakteknya hanya 
dapat terpenuhi 1 unit kendaraan dinas saja, hal ini di karenakan 
DPRD atas persetujuan Bupati hanya dapat meminimalkan pengadaan 
kendaraan dinas agar pengadaan kendaraan dinas di semua SKPD 
dapat terpenuhi.  
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Kuantitas anggaran yang dikeluarkan untuk 1 unit kendaraan 
dinas sudah efektif, hal ini dikarenakan harga penawaran yang 
diperoleh dari penyedia barang yang memenangkan pelelangan tidak 
melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. 
 
b. Kualitas pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan 
mekanisme pelelangan di DPPKAD Karanganyar 
Tabel 2 
Tabel Kualitas Pengadaan Kendaraan Dinas 
dengan menggunakan Mekanisme Pelelangan 
di DPPKAD Karanganyar Tahun 2008 
 
Tahun Keterangan Spesifikasi barang Harga 
penawaran  
2008 Kualitas 
kendaraan dinas 
yang diperoleh 
Kurang sesuai 
dengan spesifikasi 
yang ditetapkan 
Sesuai dengan 
harga yang telah 
ditetapkan 
 Sumber. DPPKAD Karanganyar 
 Kualitas dari spesifikasi kendaraan dinas yang 
diselenggarakan tidak efektif, hal ini dikarenakan spesifikasi barang 
yang diinginkan memeiliki harga penawaran yang tinggi. Sehingga 
panitia pengadaan lebih memilih harga penawaran yang rendah dari 
pagu anggaran yang ditetapkan meskipun spesifikasinya kurang 
sesuai dengan yang ditetapkan. 
 
c. Waktu pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme 
pelelangan di DPPKAD Karanganyar 
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Tabel 3 
Tabel Waktu Pengadaan Kendaraan Dinas 
dengan menggunakan Mekanisme Pelelangan 
di DPPKAD Karanganyar Tahun 2008 
 
Tahun Keterangan Waktu yang 
ditetapkan 
Waktu yang 
diperoleh 
2008 Jadwal 
pelaksanaan 
pengadaan 
kendaraan dinas 
roda empat 
1 bulan Lebih dari 1 
bulan 
 Sumber. DPPKAD Karanganyar 
Waktu yang digunakan untuk pelaksanaan kendaraan dinas di 
DPPKAD Karanganyar lebih dari satu bulan karena adanya 
sanggahan dari penyedia barang mengenai pemenang lelang yang 
terpilih sehingga panitia pengadaan harus memeilih kembali 
pemenang lelang, hal ini tidak efektif  karena waktu yang digunakan 
untuk pengadaan kendaraan dinas seharusnya satu bulan tapi dalam 
prakteknya lebih dari satu bulan. 
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BAB III 
TEMUAN 
 
Setelah dilakukan penelitian terhadap sistem pengadaan kendaraan dinas 
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan mekanisme pelelangan, penulis 
menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan 
kelemahan yang penulis temukan adalah : 
c) KELEBIHAN 
a.   Sistem pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme 
pelelangan di DPPKAD Karanganyar sudah sesuai dengan Keputusan 
Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
b.   Penyedia barang yang terpilih adalah penyedia barang yang mengajukan 
harga penawaran terendah dari pagu anggaran yang ditetapkan dan yang 
memenuhi persyaratan dalam RKS. 
c.    Dalam pelaksanaan penilaian kualifikasi terhadap penyedia barang, 
panitia pengadaan telah menyiapkan formulir pendaftaran sebagai 
pengganti dokumen yang dipersyaratkan yang memuat ringkasan 
informasi dari persyaratan kualifikasi. 
d.   Kegiataan pengadaan kendaraan dinas dilakukan secara terbuka melalui 
surat kabar nasional atau media internet sehingga memudahkan penyedia 
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barang, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam memperoleh 
informasi pengadaan kendaraan dinas. 
 
a) KELEMAHAN  
    Meskipun terdapat kelebihan dalam sistem pengadaan kendaraan dinas 
dengan menggunakan mekanisme pelelangan di DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar, tetapi dalam prakteknya sistem tersebut masih mempunyai 
kelemahan yaitu: 
1)   Jumlah kendaraan yang diadakan tidak sesuai dengan yang diharapkan 
karena DPRD atas persetujuan Bupati hanya dapat meminimalkan 
pengadaan kendaraan dinas agar pengadaan kendaraan dinas di semua 
SKPD dapat terpenuhi.  
2)    Spesifikasi kendaraan dinas yang diperoleh tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh DPPKAD 
Karanganyar, karena spesifikasi barang yang diinginkan memeiliki harga 
penawaran yang tinggi. Sehingga panitia pengadaan lebih memilih harga 
penawaran yang rendah dari pagu anggaran yang ditetapkan meskipun 
spesifikasinya kurang sesuai dengan yang ditetapkan. 
3)    Waktu yang digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas lebih dari satu 
bulan hal ini tidak efektif karena waktu yang telah ditetapkan untuk 
pengadaan kendaraan dinas seharusnya satu bulan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
          Sesuai dengan hasil evaluasi dan temuan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut : 
A. KESIMPULAN  
1) Menurut Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang “Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah”, sistem pengadaan 
kendaraan dinas roda empat (mobil) di Kabupaten Karanganyar 
menggunakan metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi. 
2) Fungsi – fungsi yang terkait dalam sistem pengadaan kendaraan dinas 
dengan mekanisme pelelangan di Kabupaten Karanganyar antara lain 
fungsi operasi yang terdiri dari PPTK bagian perlengkapan, Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA), Panitia Pembuat Komitmen (PPKom), panitia 
pengadaan, penyedia barang, tim pemeriksa dan fungsi penyimpanan, 
fungsi bendahara pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-
SKPD), Kuasa BUD, dan sub bagian pembukuan bagian keuangan. 
3) Dokumen – dokumen yang digunakan dalam sistem pengadaan kendaraan 
dinas dengan mekanisme pelelangan di Kabupaten Karanganyar antara 
lain SPPB-PPTK, SPPB-KPA, SPPB-PPKom, dokumen pengadaan (RKS 
dan dokumen pascakualifikasi), FC SIUP, FC TDP, FC AKTA, FC 
NPWP, PI, BAP, dokumen penawaran, Surat Usulan Pemenang (SUP), 
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SPPBJ, SPK, BAPB, dan BAPBJ, Dokumen Pencairan Dana (SPP-LS, 
SPM-LS, SP2D dan STS) 
4) Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengadaan kendaraan 
dinas dengan mekanisme pelelangan di Kabupaten Karanganyar antara 
lain register SPP-LS, register SPM-LS, register SP2D, Register Bukti Kas 
Keluar dan Buku Pengeluaran Kas (BPK). 
5) Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengadaan kendaraan dinas 
dengan mekanisme pelelangan di Kabupaten Karanganyar antara lain 
prosedur permintaan pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil), 
prosedur pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil), 
prosedur penerimaan barang melalui pengadaan dan prosedur pencairan 
dana dan pembayaran langsung. 
6) Sistem pengadaan kendaraan dinas dengan menggunakan mekanisme 
pelelangan di DPPKAD Karanganyar sudah berjalan efektif, hal ini dilihat 
dari harga penawaran yang diperoleh dari penyedia barang yang 
memenangkan pelelangan tidak melebihi pagu anggaran yang telah 
ditetapkan. 
 
B. REKOMENDASI 
         Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya mengenai sistem pengadaan kendaraan dinas dengan 
menggunakan mekanisme pelelangan di Kabupaten Karanganyar, makapenulis 
memberikan saran demi kemajuan DPPKAD di masa yang akan datang. 
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 Adapun saran yang diberikan penulis adalah : 
1) Meskipun jumlah kendaraan yang diperoleh tidak sesuai dengan 
kebutuhan, sebaiknya DPPKAD Karanganyar menggunakan kendaraan 
dinas yang lama sehingga tidak perlu mengajukan kendaraan dinas yang 
baru apabila kendaraan yang lama masih dapat digunakan untuk 
menjalankan kegiatan operasional DPPKAD Karanganyar. 
2) Sebaiknya panitia pengadaan melakukan survey harga terlebih dahulu 
sebelum menentukan spesifikasi kendaraan yang diinginkan, sehingga 
pnitia pengadaan dapat memperkirakan harga penawaran yang tidak 
melebihi pagu anggaran. 
3) Sebaiknya panitia pengadaan melakukan kesepakatan terlebih dahulu 
mengenai waktu pelaksanaan yang ditetapkan dengan penyedia barang dan 
pemenang lelang yang sudah dipilih tidak dapat diganti kembali karena 
sudah adanya kesepakatan sebelum proses pengadaan kendaraan dinas 
dimulai. 
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